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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham diatur dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris  dan kode etiknya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban memverifikasi kesepakatan para pihak, memastikan akta sesuai hukum, serta memberikan penyuluhan hukum dan menjamin keotentikan akta. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian, notaris dapat bertanggung jawab secara administratif, perdata, kode etik, dan bahkan pidana
2. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris atau akta relaas atau akta pejabat Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris dan pejabat yang berwenang disebut bentuk akta berita acara rapat umum pemegang saham. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta partij (partij akten) Risalah RUPS yang disusun dihadapan Notaris dan merupakan sebuah akta partij ketika sebuah Perseroan Terbatas telah terlebih dahulu melaksanakan RUPS ditempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebut dimana hasil dari RUPS tersebut telah dibuatkan suatu berita acara dan ditanda tangani oleh para pemegang saham komisaris dan direktur serta dalam berita acara RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut memberikan kuasa kepada direktur untuk menghadap kepada seorang Notaris agar berita acara RUPS dibawah tangan tersebut dapat dibuatkan suatu akta otentik. Dengan menghadapnya seorang direktur mewakili perseroan berdasarkan kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut maka akta yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah akta partij disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham. Terhadap kebenaran materil dalam partij akten, jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.
3. Hambatan-hambatan notaris  sehubungan dengan dalam pembuatan akta pemegang saham  mencakup kehadiran fisik, keabsahan data dan dokumen, serta benturan kepentingan. dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) atau teleconference, di mana pemegang saham mungkin berada di lokasi yang berbeda. Perbedaan pandangan ahli hukum mengenai makna "berhadapan langsung dengan notaris" dalam konteks e-RUPS menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan akta yang dibuat, kuorum rapat atau mekanisme pemanggilan, tidak terpenuhi, akta yang dibuat notaris dapat dianggap tidak sah atau nilainya turun menjadi akta di bawah tangan.
B. Saran. 

1. Agar dalam k pembuatan akta yang berkaitan dengan pemegang saham (seperti Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS), maka notaris harus terdaftar resmi dan memiliki pengalaman dalam hukum perusahaan. 
2. Dalam hal penuangan akta sirkuler ke dalam akta otentik, hendaknya notaris membuat akta sesuai dengan keinginan atau kehendak penghadap selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan pemahaman hukum kepada penghadap, mengingat dasar pembuatan akta otentik adalah keputusan sirkuler yang dibuat bawah tangan yang dalam proses pembuatannya tidak melalui suatu pertemuan, hal ini berbeda dengan RUPS yang menghadirkan notaris sehingga tentang akibat-akibat penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap, karena notaris hanya menuangkan ke dalam akta otentik atas kehendak dan keterangan penghadap.
3. Perseroan Terbatas yang menyelenggarakan RUPS agar menuangkan hasil dari keputusan atau risalah RUPS tersebut ke dalam sebuah akta otentik guna memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan perlu diadakan revisi terhadap (UUJN-P) khususnya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m agar sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dimana kecanggihan teknologi dewasa ini memungkinkan para pihak untuk bertransaksi tanpa harus bertemu secara fisik.
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